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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji 

Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil” dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang 

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Peceraian Bagi Pegawai Negeri 

Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 

(BAKN) Nomor: 08/SE/1983. Peraturan menyebutkan bilamana 

perceraian atas kehendak pihak Pegawai Negeri Sipil pria maka 

mempunyai kewajiban untuk membagi sebagian gajinya untuk 

penghidupan bekas istri dan anaknya. Pembagiannya adalah 1/3 

(sepertiga) untuk suami, 1/3 (sepertiga) untuk bekas istri dan 1/3 

(sepertiga) untuk anak. Pembagian gaji tersebut berlangsung selama bekas 

istri belum menikah lagi dan sampai anak-anaknya dewasa, sudah 

mempuyai penghasilan sendiri atau sudah menikah. Bendaharawan gaji 

pada kantor/instansi dimana bekas suami bekerja, berhak untuk memotong 

gaji bekas suami tersebut dan wajib memberikannya kepada bekas istri dan 

anak-anaknya. Ketentuan mengenai masalah pembagian gaji tidak 

diterapkan di Pengadilan Agama karena tidak memenuhi rasa keadilan. 
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Sehingga Pengadilan Agama mengalihkan kewajiban pembagian gaji 

tersebut dengan ketentuan yang ada didalam hukum Islam yaitu membayar 

mut’ah, memberikan nafkah iddah, melunasi mahar dan pemberian nafkah 

anak. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pembagian gaji pasca 

perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu keadaan 

ekonomi yang mengakibatkan bekas suami tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya pasca perceraian, bekas istri dan anaknya tidak menuntut 

hak pembagian gaji pasca perceraian tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang 

telah menghabiskan penghasilannya yang mengakibatkan tidak dapat 

terpenuhinya kewajiban untuk melakukan pembagian gaji terhadap mantan 

istri dan anaknya, dan ketidak sadaran dari si Pegawai Negeri Sipil 

tersebut karena tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai pembagian 

gaji pasca perceraian. Dengan adanya hambatan tersebut maka solusi yang 

dapat diambil jika bekas istri tidak memperoleh haknya yaitu mendapatkan 

sebagian gaji dari bekas suaminya, maka bekas istri dapat melaporkan 

masalah tersebut kepada instansi terkait yang dapat menangani masalah 

mengenai pembagian gaji atau dapat melaporkan kepada Majelis Hakim 

dimana perceraian dilangsungkan sehingga Majelis Hakim dapat 

melakukan eksekusi dan diharapkan agar bekas suami dapat langsung 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditentukan. 
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B. Saran 

1. Masalah apapun didalam rumah tangga diharapkan dapat diselesaikan 

dengan baik sehingga tidak berakibat terjadinya putusnya perkawinan atau 

perceraian.  

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian diharapkan untuk 

melaksanakan kewajiban pasca perceraian yaitu melakukan pembagian 

gaji kepada bekas istri dan anaknya agar terciptanya perlindungan hukum 

bagi hak bekas istri dan anak. 

3. Sebaiknya Pihak yang berwenang menangani masalah pembagian gaji 

dapat membatasi hak suami untuk mempergunakan hak gajinya sehingga 

tidak menjadi alasan yang menghambat proses pelaksanaan pembagian 

gaji pasca perceraian dan memberikan sanksi yang tegas bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang melalaikan kewajibannya pasca perceraian.  
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